BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Hakim Pengadilan
Negeri Sleman dan analisis sebagaimana telah diuraikan dimuka maka
penulis menyimpulkan putusan hakim pada pemidanaan tindak pidana
korupsi berdasarkan Undang — Undang No. 31 tahun 1999 dibandingkan
dengan sgak dikeluarkannya Undang — Undang No. 20 tahun 2001 sebagai
berikut :

Hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana korupsi tidak hanya
mengacu Undang — Undang No. 31 tahun 1999 sgja tetapi juga mengacu
Undang — Undang No- 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Rumusan pasal — pasal. yang terdapat unsur KUHP dalam Undang —
Undang No. 31 tahun 1999 sekarang telah dirumuskan tersendiri pada pasal —
pasal yang terdapat dalam Undang — Undang No. 20 tahun 2001.

Hakim dalam hal penjatuhan pidana memberatkan, penjatuhan pidana
mati pada tindak pidana korups kewenangannya lebih luas dengan mengacu
pada penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang — Undang No. 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
Sleman mengalami perubahan dari acuan undang — undang no. 31 tahun 1999

dimana tidak menjelaskan pidana penjara pada uang pengganti apabila pelaku
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tindak pidana korupsi idak dapat membayarnya, dalam data kasus yang
mengacu Undang — Undang No. 20 tahun 2001 khususnya dalam ha uang
pengganti dapat digantikan dengan pidana penjara dimana tidak melebihi
pidana pokok yang didakwakan apabila pelaku korupsi tidak dapat membayar

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

. Saran

Hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan data kasus tindak pidana
korupsi di Pengadilan Negeri Sleman harus lebih cermat, teliti- dan tegas
dalam hal uang pengganti dengan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana
korupsi yang tidak mampu membayarnya supaya para koruptor jera atas
perbuatan yang telah dilakukannya dan menjadi pembelgjaran oleh para calon
koruptor tersebut untuk-mengurungkan niat perbuatannya.

Hakim harus lebih berpikir progresif bahwa korupsi merupakan
kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ), sehingga mempertimbangkan
semaksimal mungkin dalam penjatuhan pidana para pelaku tindak pidana
korupsi yang harus harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ( terkait dengan pasal 2 ayat (2) pada Undang -
Undang No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang — Undang No. 31 tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ).
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